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MOTTO

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana”
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ABSTRAK

Masyarakat hukum adat keberadannya diatur dalam konstitusi sesudah
perubahan UUD 1945 terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks
pengemban hukum adat yakni kesatuan masyarakat hukum adat, maka pasal 18 B ayat
(2) mengandung politik hukum yang memberi arahan bagi pengakuan terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional termasuk hukum adatnya.
Dalam hal ini masyarakat akur sunda wiwitan belum mendapat pengakuan oleh
negara baik melalui Pemerintah Kabupaten Kuningan, oleh karena itu agar mendapat
kepastian hukum hendaknya segera diberikan pengakuan kepada masyarakat akur
sunda wiwitan sebagai sebuah masyarakat hukum adat.

Keberadaan hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional masih diakui
eksistensinya bagi masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya
masih ada. Selain diakui pelaksanaannya dibatasi yakni harus sesuai kepentingan
negara dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Apabila hak ulayat
kenyataannya sudah tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu
kekuatan hak ulayat pada saat ini cenderung berkurang dengan makin menjadi
kuatnya hak perorangan. Atas dasar itu konflik sengketa terhadap tanah ulayat dengan
hak perorangan menjadi kenyataan sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor
65/G/2020/PTUN.BDG antara Masyarakat Akur Sunda Wiwitan dengan R.
Rumantaka.

Kata Kunci: Masyarakat Akur Sunda Wiwitan, Hak Ulayat, Hak Perorangan
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ABSTRACT

The existence of customary law communities is regulated in the
constitution after the amendment to the 1945 Constitution is contained in Article 18 B
paragraph (2) of the 1945 Constitution. In the context of the bearers of customary law,
namely the customary law community unit, Article 18 Bayat (2) contains legal
politics that provides direction for the recognition of community unity. customary law
and traditional rights including customary law. In this case, the Akur Sunda Wiwitan
community has not yet received recognition by the state either through the Kuningan
Regency Government, therefore, in order to obtain legal certainty, recognition should
be given to the Akur Sunda Wiwitan community as a customary law community.

The existence of customary rights in national land law is still recognized
for its existence for certain customary law communities as long as in reality they still
exist. In addition to being recognized, the implementation is limited, that is, it must
be in the interests of the state and must not conflict with the legislation. If the ulayat
rights in fact no longer exist, they will not be revived. Therefore, the power of ulayat
rights at this time tends to decrease with the increasing strength of individual rights.
On that basis, conflicts over customary land with individual rights have become a
reality as Court Decision Number 65/G/2020/PTUN.BDG between the Akur Sunda
Wiwitan Community and R. Rumantaka.

Keywords: Communities Accord Sunda Wiwitan, Ulayat Rights, Individual Rights
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